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[bookmark: Pendahuluan]BAGIAN I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bagian ini memuat alasan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya Pandangan Resmi BPD dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa (RKP Desa). Dengan kata lain, bagian ini adalah jawaban-jawaban dari MENGAPA perlu disusun Pandangan Resmi BPD?








1.2. Dasar Hukum

Bagian ini memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar/rujukan dibuatnya Pandangan Resmi BPD.

Contoh:
Dasar hukum yang digunakan dalam Penyusunan Pandangan Resmi BPD ini antara lain: 

1. Undang – Undang Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41); 
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. ………………………………………………………………….…..



1.3. Maksud dan Tujuan

Bagian ini memuat penjelasan tentang maksud atau tujuan penyusunan Pandangan Resmi BPD sehubungan dengan perencanaan pembangunan desa (RKP Desa).










BAGIAN II
GAMBARAN UMUM MENGENAI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PENYUSUNAN RKP DESA

2.1. Kondisi Umum

Bagian ini memuat gambaran singkat mengenai kondisi umum desa terkini seperti kondisi geografis dan potensi sumber daya desa.

2.2. Permasalahan

Bagian ini memuat permasalahan-permasalahan terkini yang ada di desa atau yang dihadapi desa sebagai hasil dari pengelolaan/pemetaan aspirasi masyarakat yang terkait dengan penyusunan RKP Desa. Permasalahan-permasalahan disusun/dipetakan berdasarkan bidang kewenangan desa, dan bilan perlu berdasarkan sub-bidang kewenangan desa. Penting juga menghubungkannya dengan dokumen RPJM Desa terutama pada bagian Rumusan Prioritas Masalah.

2.2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa






2.2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa






2.2.3	Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa






2.2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa








BAGIAN III
PENDAPAT BPD TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PENYUSUNAN RKP DESA

Bagian ini memuat usulan-usulan solusi atas permasalahan-permasalahan yang termuat pada Bagian II, yang disusun dan dipetakan berdasarkan bidang kewenangan desa, bila perlu berdasarkan sub-bidang kewenangan desa. Penting juga menghubungkannya dengan dokumen RPJM Desa terutama pada bagian Program/Kegiatan Indikatif ataupun Tabel/Matriks Rancangan RPJM Desa.

3.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa






3.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa






3.3	Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa






3.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa





BAGIAN IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. KESIMPULAN

Bagian ini memuat ikhtisar atau pendapat akhir dari BPD yang didasarkan pada uraian Bagian II dan Bagian III. Pertimbangkan/hubungkan pula dengan dokumen RPJM Desa terutama pada bagian Rumusan Prioritas Masalah, Program, bagian Program/Kegiatan Indikatif, dan bagian Tabel/Matriks RPJM Desa atau pun evaluasi pelaksanaan RKP tahun sebelumnya.









4.2. REKOMENDASI

Bagian ini memuat saran-saran yang dianjurkan oleh BPD kepada pemerintah desa terkait perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyusunan RKP Desa. Pertimbangkan/hubungkan pula dengan dokumen RPJM Desa terutama pada bagian Rumusan Prioritas Masalah, Program, bagian Program/Kegiatan Indikatif, dan bagian Tabel/Matriks RPJM Desa atau pun evaluasi pelaksanaan RKP tahun sebelumnya.
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